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	1.
	Nama Organisasi
	:
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat

	2.
	Tugas
	:
	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

	3.
	Fungsi
	:
	a.
	Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

	
	
	
	b.
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

	
	
	
	c.
	Pembinaan dan fasilitasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

	
	
	
	d.
	Pelaksanaan kesekretariatan Dinas

	
	
	
	e.
	Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

	4.
	Indikator Kinerja Utama
	:
	
	


Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD Tahun 2017
	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	FORMULA/SUMBER DATA
	SATUAN

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar manusia dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan mempertimbangkan ketimpangan gender.  IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila Nilai IPM sama dengan nilai IPG. 

IPG merupakan indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara lain dimensi harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup. IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan kepentingan gender.
IPG :

1/3 [Xede (1) + Xede (2) + Linc-Dist]

Xede(1) = Xede untuk harapan hidup

Xede(2) = Xede untuk pendidikan

Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan


	%

	
	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
	IDG adalah merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.
IDG :

1/3 (Ipar+IDM+Lin-Dist)

Ipar=Indeks keterwakilan di parlemen

IDM=Indeks pengambilan keputusan

Linc-dis=Indeks distribusi pendapatan


	%

	
	
	Persentase Organisasi Perempuan yang Aktif
	Yang dimaksud dengan Organisasi Perempuan dan Anak adalah Organisasi Perempuan dan Anak yang memiliki AD/ART dan/atau berbadan hukum,  dan/atau terdaftar di Kesbangpol atau di Kementerian Hukum dan HAM.

Lembaga/OrganisasiPerempuan yang aktif :

Lembaga/organisasi perempuan yang tetap eksis atau masih aktif setahun dibagi jumlah lembaga /organisasi
	%

	
	
	
	Jumlah Org Perempuan Yg aktif

= --------------------------------------------- x100%

Total Organisasi Perempuan


	

	
	
	Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender
	Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi mengakomodasi keadilan keadilan bagi

perempuan perempuan dan laki ‐laki dalam memperoleh

akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber‐sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.  
Penerapan anggaran berbasis gender adalah pernyataan anggaran gender bagi SKPD Provinsi dalam penyusunan anggaran telah menggunakan Gender Budget Statement (GBS)Analisis Gender:

• Untuk menemukan isu/kesenjangan gender, bisa menggunakan alat analisis gender yang ada, salah satunya adalah Gender Analysis Pathway (GAP).

• Isu/kesejangan gender dilihat dari output yang ada

Menyusun GBS, Informasi yang didapat pada tahap analisis gender, dimasukkan kedalam dokumen GBS.

Rumusnya :
Jumlah OPD yang telah menerapkan GBS dalam penyusunan anggaran dibagi dengan total OPD Provnsi
        Jumlah OPD menerapkan PPRG

   =   ------------------------------------------ x 100%

           Total OPD Prov. Sumbar


	%

	2.
	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
	Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)
	Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Sesuai Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)

Perempuan korban kekerasan adalah perempuan yang mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual yang melapor pada lembaga layanan di daerah provinsi.
Jumlah korban kekerasan perempuan di daerah provinsi adalah KOMPILASI dari jumlah korban kekerasan perempuan di daerah Kabupaten/Kota.

Rasio perempuan korban kekerasan per 1000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas di tingkat daerah Kab/Kota (Prov. 100.000)
=

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan

x

100.000

Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun keatas di Provinsi

Keterangan :

· Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun ke... (orang)
Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun keatas di Provinsi Tahun ke...


	Orang

	3.
	Meningkatnya kualitas keluarga
	Persentase Penyedia Layanan Bagi Keluarga Mewujudkan KG dan Hak Anak
	Penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender  adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak. 

      Jumlah penyedia layanan yang aktif
=   ---------------------------------------------------- x 100 %

     Jumlah keluarga Kesetaraan gender


	%

	4.
	Meningkatnya pemenuhan hak anak
	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)


	Kabupaten/Kota Layak Anak  (KLA) adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintergrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.
Tujuan Kota Layak Anak (KLA) : untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten / Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Hak Anak (Convention on the rights of Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan , dalam bentuk Kebijakan, Kelembagaan, Program dan Kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak hak anak pada suatu wilayah Kabupaten/Kota

Sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak

Rumus :
                       Jumlah Kabupaten / Kota Layak Anak 

---------------------------------------------- X 100% 

                           Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi

	%

	5.
	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki data terpilah
	· Data adalah kumpulan nilai variabel yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Ringkasan data kuantitatif dinamakan statistik. 

· Data terpilah adalah nilai variabel-variabel yang terpilah menurut berbagai jenis ciri atau karakteristik. Pada umumnya, pemilahan ini dilakukan apabila kita akan melokalisasi atau mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan di suatu bidang tertentu. 

· Data dapat dipilah menurut berbagai ciri atau karakterisrik tergantung pada jenis analisis yang akan dilakukan. Bila akan melakukan analisis gender, data perlu dipilah menurut jenis kelamin. Untuk melakukan analisis tentang kesenjangan alokasi pembangunan atau analisis spasial, data perlu dipilah menurut wilayah. Begitu pula analisis dapat dilakukan berdasarkan umur atau waktu kejadian seperti analisis kohort dan analisis deret waktu atau analisis time series. 

· Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan. 

Rumus : 

Jumlah OPD yang memiliki data terpilah

= ---------------------------------------------------------------  x 100%

                                                  Jumlah OPD Provinsi

	%

	6.
	Meningkatnya perlindungan khusus anak
	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan – 18 tahun)
	Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. (Sesuai dengan pasal1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)
Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus hanya dibatasi pada data : 

1. Anak yang berhadapan dengan hukum

2. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika 

3. Anak dengan HIV/AIDS;

4. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;

5. Anak Penyandang Disabilitas

Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah provinsi adalah KOMPILASI dari jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah Kabupaten/Kota.

Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Daerah Provinsi
=

Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus 

x

100.000

Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18 Tahun di Provinsi

Keterangan :

A. Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagai berikut :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum (Anak sebagai pelaku + anak sebagai korban)

2. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika 

3. Anak dengan HIV/AIDS


4. Anak Korban Kekerasan fisik dan / atau psikis
5. Anak Penyandang Disabilitas

B. Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18 Tahun di Provinsi 

	Orang


Padang,  18  September 2017

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat
Ttd
RATNAWILIS, APi., M.Si

Pembina Utama Madya
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